EVALUASI KEBERADAAN TENAGA KEFARMASIAN DI PUSKESMAS WILAYAH KOTA PONTIANAK by ., Krianus Aspian
EVALUASI KEBERADAAN TENAGA KEFARMASIAN DI PUSKESMAS 
WILAYAH KOTA PONTIANAK 
 




1Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak 
 
ABSTRAK 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 74 
Tahun 2016 Pasal 4 (empat) mewajibkan adanya tenaga kefarmasian meliputi Apoteker 
dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas untuk 
melaksanakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi 
pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai (BMHP) serta pelayanan 
farmasi klinis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah tenaga kefarmasian di 
Puskesmas wilayah Kota Pontianak. Penelitian ini bersifat non eksperimental dengan 
rancangan penelitian cross-sectional. Metode penelitian berupa survei deskriptif. 
Pengumpulan data dilakukan secara prospektif melalui lembar kuesioner berisi butir 
pertanyaan yang sudah divalidasi. Lokasi penelitian adalah seluruh Puskesmas di 
wilayah Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 22 Puskesmas yang 
bersedia menjadi tempat pengumpulan data. Total tenaga kefarmasian yang terlibat 
sebanyak 6 Apoteker, 13 Tenaga Teknis Kefarmasian dan 3 Asisten Tenaga 
Kefarmasian. Hanya 6 dari 22 Puskesmas yang memiliki Apoteker, 16 lainnya belum. 
Ada 1 Puskesmas memiliki 2 Apoteker sehingga total Apoteker di Puskesmas wilayah 
Kota Pontianak sebanyak 7 orang. Kesimpulan penelitian ini adalah belum semua 
Puskesmas di wilayah Kota Pontianak memiliki Apoteker. Diharapkan ke depannya 
setiap Puskesmas di Kota Pontianak bisa memiliki setidaknya 1 tenaga Apoteker. 
 




 Pelayanan kesehatan di Puskesmas tidak terlepas dari pengelolaan sediaan 
farmasi dan bahan medis habis pakai (BMHP) serta pelayanan farmasi klinis. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, pengelolaan dan 
pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga kefarmasian yaitu Apoteker.[2,3] Dari beberapa 
hasil penelitian menyimpulkan bahwa masih ada Puskesmas yang tidak memiliki 
Apoteker.[1,4-8] Hal ini akan berpengaruh terhadap pengelolaan dan pelayanan 
kefarmasian di Puskesmas.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
(Permenkes RI) Nomor 74 Tahun 2016 menunjukkan akan adanya tuntutan agar setiap 
Puskesmas memiliki Apoteker. Sayangnya fakta di lapangan menunjukkan bahwa 
keberadaan Apoteker di tiap Puskesmas kadang tidak terwujud. Hal ini membuat 
peneliti tertarik untuk mengevaluasi keberadaan tenaga kefarmasian khususnya apoteker 




Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang sudah di uji validitas 
dan reliabilitasnya ke perwakilan tenaga kefarmasian yang ada di masing-masing 
Puskesmas yaitu Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) jika Puskesmasnya 
belum memiliki Apoteker. Pengumpulan data berlangsung antara 9 April 2018 sampai 
24 April 2018. Prosedur penelitian ini telah lolos kaji etik penelitian dengan nomor 
3307/UN22.9/DL/2018. 
Subjek penelitian 
Subjek penelitian adalah tenaga kefarmasian tiap Puskesmas wilayah Kota 
Pontianak yang memenuhi kriteria inklusi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini ialah teknik purposive sampling. 
Kriteria inklusi dan eksklusi penelitian 
Kriteria inklusi penelitian ini, yaitu Apoteker atau TTK yang bertanggung jawab di 
ruang farmasi Puskesmas wilayah Kota Pontianak. Kriteria eksklusi penelitian ini, yaitu 
Apoteker atau TTK di ruang farmasi Puskesmas wilayah Kota Pontianak yang tidak 
bersedia menjadi responden (informan) penelitianatau tidak sedang berada di tempat 
saat dilakukan pengumpulan data. 
Perhitungan data 
Kuesioner berisi ketentuan berdasarkan Permenkes RI Nomor 74 Tahun 2016 dan 
terdapat pilihan jawaban yang menggunakan skala Guttman dengan bobot nilai 1 (satu) 
untuk jawaban “Ya” dan 0 (nol) untuk jawaban “Tidak”. Data-data berupa jawaban 
kuesioner tersebut dihitung dengan menggunakan program Microsoft Excel. 
 
HASIL DAN DISKUSI 
Selama pengumpulan data diperoleh jumlah responden sebanyak 22 
responden yang memenuhi kriteria inklusi dan 1 responden masuk kriteria eksklusi 
karena tidak berada di tempat selama 3 bulan ke depan. Tabel 1 menunjukkan bahwa 
karakteristik responden penelitian bervariasi baik dari distribusi faktor sosial maupun 
demografi responden. 86,4% responden penelitian didominasi oleh wanita sebanyak 19 
orang berbanding 3 responden pria. Usia responden penelitian berkisar antara 28 sampai 
44 tahun. Berdasarkan kelompok usia oleh Departemen Kesehatan RI Tahun 2009 
diperoleh responden kategori dewasa awal sebanyak 40,90% dan dewasa akhir 
sebanyak 59,09%. Kedua kelompok usia ini termasuk dalam usia produktif bekerja. 
Selain itu adanya peraturan Pemerintah yang mengatur batasan usia kepegawaian di 
Indonesia.[12] 
Latar belakang pendidikan responden penelitian yang bekerja di Puskesmas 
Kota Pontianak umumnya mengenyam Diploma 3 Farmasi sebanyak 54,54%, Profesi 
Apoteker sebanyak 27,27%, Sekolah Menengah Farmasi (SMF) sebanyak 13,63% dan 
Sarjana (S1) Farmasi sebanyak 4,54%. Responden dengan pendidikan terakhir Sekolah 
Menengah Farmasi (SMF) di Puskesmas masuk dalam kategori Asisten Tenaga 
Kefarmasian (ATK), namun ATK masih dapat menjalankan tugas di pelayanan 
kefarmasian hingga 17 Oktober 2020.[13] Lulusan D3 Farmasi dan S1 Farmasi masuk 
dalam kategori TTK. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia.[14] TTK biasanya bertanggung dalam pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP 
di setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Unit Pelaksana Kerja (UPK) 
Puskesmas wilayah Kota Pontianak. Lulusan Apoteker memiliki wewenang sebagai 
Apoteker Penanggung Jawab (APJ).[14] Jumlah rata-rata jam kerja Tenaga Kefarmasian 
di Puskesmas tiap hari selama 7,29 jam. 
Tabel 2 menunjukkan jumlah tenaga kefarmasian secara keseluruhan yang 
bekerja diPuskesmas  wilayah Kota Pontianak yaitu sebanyak 46 orang. Tenaga 
Kefarmasian meliputi 36 TTK yang tersebar di UPK Puskesmas dan UPTD Puskemas 
untuk membantu apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. 7 Apoteker 
diketahui telah ditempatkan di 5 (lima) UPTD Puskesmas dan 1 (satu) UPK Puskesmas. 
UPTD Puskesmas Siantan Hilir merupakan memiliki 2 apoteker. Sebanyak 3 ATK 
ditempatkan di UPK Puskesmas untuk membantu Apoteker atau TTK melakukan 
pekerjaan kefarmasian. 
Berdasarkan Permenkes 74 Tahun 2016, setiap Puskesmas harus memiliki 
minimal 1 (satu) orang Apoteker sebagai penanggung jawab dan dapat dibantu oleh 
TTK. Jumlah Apoteker yang dibutuhkan dapat dihitung berdasarkan jumlah kunjungan 
pasien dalam 1 (satu) hari dengan rasio 1 (satu) Apoteker melayani 50 pasien.[9] Namun 
demikian, di Permenkes RI disebutkan bahwa penempatan Apoteker hanya untuk UPTD 
Puskesmas.[16] Dari 6 UPTD Puskesmas hanya ada 5 UPTD Puskesmas yang memiliki 
Apoteker penanggung jawab.  
Sarana dan prasarana di masing – masing Puskemas secara keseluruhan masih 
terdapat kekurangan seperti tidak tersedianya timbangan obat, lemari pendingin, lemari 
penyimpanan obat khusus narkotika dan psikotropika, timbangan obat, alat pengukur 
suhu dan kartu suhu. Adanya keterbatasan ruangan menyebabkan ruang penerimaan 
resep masih bergabung dengan ruang pelayanan dan penyerahan resep. Dari 22 
Puskemas hanya ada 2 Puskesmas yang memiliki ruangan konseling. Namun, konseling 
belum dilaksanakan secara rutin oleh Apoteker di Puskesmas tersebut. 
KESIMPULAN 
Belum semua Puskesmas wilayah Kota Pontianak memiliki Apoteker 
dimana dari 22 Puskesmas hanya ada 6 Puskesmas (5 UPTD dan 1 UPK) yang 
memiliki Apoteker. Keberadaan apoteker di Puskesmas wilayah Kota Pontianak 
perlu ditingkatkan agar pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di tiap-tiap 
Puskesmas wilayah Kota Pontianak semakin meningkat. 
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Tabel 1. Karakteristik Responden Penelitian 
No Karakteristik 
N = 22 
Jumlah Persentase (%) 
1 Jenis Kelamin 








2 Usia Responden ( Tahun) 
a. 26 - 35  







3 Tingkat Pendidikan Terakhir 
a. Sekolah Menengah Farmasi 
b. Diploma 3 Farmasi 












4 PosisiResponden  diPuskesmas 
a. Asisten Tenaga Kefarmasian 
b. Tenaga Teknis Kefarmasian 









5 Rata – rata jumlah jam kerja sehari 7,29 - 
6 Tipe Puskesmas 
a. Rawat Jalan 







7 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 22 100 
 
Tabel 2. Jumlah Tenaga Kefarmasian dan Asisten Tenaga Kefarmasian di UPK dan UPTD 
Puskesmas Wilayah Kota Pontianak 
Tipe Puskesmas 
N = 46 
Tenaga Kefarmasian 
Asisten Tenaga Kefarmasian 
Apoteker Tenaga Teknis Kefarmasian 
Rawat Jalan 
UPTD 3 6 0 
UPK 1 21 2 
Rawat Inap 
UPTD 3 7 0 
UPK 0 2 1 
Keterangan : UPTD = Unit Pelaksana Teknis Dinas; UPK = Unit Pelaksana Kerja; 
 
